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TENT ANG 

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
SULTAN THAHA SYAIFUDDIN 

NOMOR 12 TAHUN 2003 



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perlmbagan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor n, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

6. Peraturan : . 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3495); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambl 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara nomor 3903); 

bahwa dalam rangka rnemperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan 
kepada masyarakat, dlpandang pertu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Rumah Saklt Umum Daerah 
Sultan Thaha Saifuddln ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TEBO, 

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

SULTAN THAHA SAJFUDDIN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR -12 TAHUN 2003 

TENTANG 

Mengingat 

Menimbang -, 

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO 



BAB 11 ....•.•.•••.. 

Dalam Peraturan Daerah lni yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Tebo; 
b. Pemerintah Daerah adaiah Bupatl beserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah; 
c. Bupati ialah Bupati Tebo; 
d. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanJutnya dtsebut 

DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Leglslatif 
Daerah; 

e. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Sult.an lhaha Saifuddin Kabupaten Tebo; 

f. Lembaga Teknls Daerah adalah Sadan at.au Kantor yang 
mempunyal fungsi koordinasl dan perumusan kebijakan 
pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat; 

g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo. · 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG 
PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN 
THAHA SAIFUDDIN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO 

MEMUTUSKAN : 

Dengan persetujuan 

11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman 
Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknlk 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan 
Pemerlntah dan Rancangan Keputusan Preslden (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 70); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2003 Nomor 14 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeioiaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3375); 

Menetapkan 
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a. pelayanan medls; 
b. pelayanan penunJang medis dan non medls; 
c. pelayanan asuhan dan keperawatan; 
d. pelayanan rujukan; 
e. pendldlkan dan pelatlhan 
f. penelltian dan pengembangan (dlklat dan litbang); 
g. pelayanan admlnistrasl umum dan keuangan 

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 5 
Rumah 5aklt Umum Daerah mempunyal fungsl : 

Pasal6 

b. rnelaksanakan pelayanan yang bennutu sesual standar pelayanan 
Rumah Sakit. 

Rumah Saklt Umum Daerah mempunyai tugas : 
a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasl 

guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan 
yang dllalcukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan 
dan pencegahan serta rnelaksanakan ruJukan; 

PasalS 

TUGAS DAN FUNGSI 

BABIV 

(2) Rumah Saklt Umum Daerah diplmpin oleh seorang Kepala yang 
dlsebut Dlrektur, berada di bawah dan bertanggung Jawab 
kepada Bupati melalui Sekretarls Daerah 

( 1) Rumah Saklt Umum Daerah merupakan unsur penunjang 
Pemerlntah Kabupaten dalam Bldang Kesehatan. 

Pasal4 

KEDUDUKAN 

BAB III 

Rumah Saklt Umum Daerah sebagaimana dlmaksud pada pasal 2 
Peraturan Daerah lnl merupakan Lembaga Teknls Daerah yang 
kedudukannya setingkat dengan kantor. 

Pasal3 

Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Rumah Saklt Umum Daerah 
Sultan Thaha Salfuddln Kabupaten Tebo. 

Pasal2 

KELEMBAGAAN 

BAB II 

··, .. \ .. ~·~~·------ 



d. seksl. .. 

(1) Susunan Organlsasl Rumah Sakit Umum Daerah terdlrl darl: 
a. Direktur; 
b. Sub Baglan Tata Usaha; 
c. ~ksi Pelayanan Medis dan Non Medls; 

Pasal 11 

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING 

BABVII 

Alokasi dana sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari 
penerimaan fungsional, Pendapatan Asll Daerah, Dana Perlmbangan, 
Hlbah, Plnjaman Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak 
menglkat. 

Pasal 10 

Untuk pengelolaan Rumah Saklt Umum Daerah, Pemerlntah 
Kabupaten mengalokaslkan dana melalul Anggaran, Pendapatan 
Belanja Daerah. 

Pasal9 

PeMBIAYAAN 

BAB VI 

Rumah Sakit Umum Umum Daerah mempunyal kewenangan di 
bldang pengelolaan, personll, keuangan dan perlengkapan sesual 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PasalB 

(5) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah 5akit 
Umum Daerah dltet.apkan dengan Peraturan Daerah. 

{ 4) Rumah sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama 
dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(3) Rumah Sakit Umum Daerah diberi kewenangan untuk 
memanfaatkan peluang pasar sesual kemampuannya dengan 
tetap melaksanakan fungsi sosial; 

(2) Kepala Ru mah Sa kit Umum Daerah selanjutnya dlsebut Dlrektur; 

{ 1) Pengelolaan Ru mah Sa kit Umum Daerah merupakan tanggung 
jawab Kepala Rumah sakit Umum Daerah; 

Pasal7 

PENGELOLAAN 

BABY 

·'··· c,'··-»-""' _ 



Pasal 15 . 

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehat.an, Rurnah Sakit Uml)m 
Daerah mempunyal hubungan jaringan pelayanan dengan 
Rurnah Sakit lainnya. 

BABIX 
TATAKERJA 

Pasal 14 

(1) Oalam Pelaksanaan teknis kesehat.an, Rumah Sakit Umum 
mempunyai hubungan koordlnatlf, kooperatlf dan fungsional 
dengan Dlnas Kesehat.an; 

(5) Kelompok Jabat.an Fungslonal mempunyal tugas sesual dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagalmana tersebut pada ayat (1) 
dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

( 4) Jen ls dan Jenjang Jabatan fungslonal sebagaimana tersebut pada 
ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabat.an Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) dlplmpin oleh seorang tenaga fungslonal senior yang 
dltunjuk. 

(1) Kelompok Jabat.an Fungslonal terdlrl darl sejumlah tenaga 
fungsional yang diatur dan dltetapkan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 13 

Kelompok Jabat.an Fungslonal mempunyai tugas melaksanakan 
sebaglan tugas Rumah Saklt Umum Daerah sesual dengan keahllan 
dan kebutuhan. 

Pasal 12 

BAB VIII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(3) Bagan Organisasl Rumah Sakit Umum Daerah sebagalmana 
terlamplr merupakan baglan yang tidak terplsahkan darl 
Peraturan Daerah ini; 

(2) Eselon bagl Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah 
sebagai berikut : 
a. Dlrektur : eselon m.a; 
b. Kepala Sub Baglan TU : eselon IV a; 
c. Kepala Seksl : eselon IV.a. 

d. Seksi Pelayanan Rujukan dan Pelayanan Asuhan 
Keperawat.an; 

e. Seksl Pendidlkan dan L.atihan,Penelltian dan Pengembangan; 
f. Kelompok Jabat.an Fungsional. 



Pasal 19 .. 

Hal-hal yang belum diatur dalllm Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenal teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Uralan tugas dart masing-maslng Jabatan struktural sebagalmana 
dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan ditetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati 

Pasal 18 

KETENTU.AN LAIN·LAIN 

I.ABX 

Dalam melaksanakan tugas, setfap pimplnan organisasl dibantu oleh 
satuan organlsasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian 
blmbingan kepada bawahan maslng-maslng, wajlb mengadakan 
rapat berkala. 

Pasal 17 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib dlsampaikan pula kepada satuan organisasi 
lain yang secara fungslonal mempunyal hubungan kerja. 

Pasal 16 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh plmpinan satuan organisasi 
darl bawahannya waJlb dlolah dan dlpergunakan sebagal bahan 
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan. 

(1) Setlap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang dlperlukan sesuai dengan perundangan 
yang berlaku. 

(2) setlap plmplnan unit organlsasl waJlb menglkutl dan mematuhl 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
dan menylapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 15 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
TAHUN 2003 NOMOR-12' 

.. 

Dlundangkan_gl Muara Tebo. _ 
pada tanggal-is September 2003 

UPATENTEBO 

--- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 16 



n, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 Cukup Jelas 
Pasal 2 Cukup Jelas 
Pasal 3 Cukup jelas 
Pasal 4 Cukup jelas 
Pasal 5 Cukup jelas 
Pasal 6 Cukup Jelas 
Pasal 7 Cukup jelas 
Pasal 8 Cukup jelas 
Pasal 9 Cukup jelas 
Pasal 10 Cukup Jelas 
Pasal 11 Cukupjelas 
Pasal 12 Cukup Jelas 
Pasal 13 Cukup jelas 
Pasal 14 Cukupjelas 
Pasal 15 Cukup jelas 
Pasal 16 Cukup jelas 
Pasal 17 Cukup jelas 
Pasal 18 Cukup Jelas 
Pasal 19 Cukup jelas 

Dengan adanya kejelasan pembagian tugas dan jabatan di llngkungan 
Rumah Saklt Umum Daerah Kabupaten Tebo, mekanlsme dan pelaksanaan tugas­ 
tugas dapat dilaksanakan, serta akhimya merupakan suatu realisasi dalam 
mewujudkan pembangunan dlbidang kesehatan di Kabupaten Tebo. 

Rumusan organtsasl dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Tebo, merupakan penjelasan secara nyata bagi pimpinan unit dan sub unit kerja 
dalam melaksanakan tugas dan kewajlbannya. 

Berdasarkan Kepres No. 40 Tahun 2001 tent.ang Pedoman Kelembagaan 
dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. 

I. PENJELASAN UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
NOMOR t2, TAHUN 2003 

TENTANG 

PEMBENTUKAN RUMAH SA.KIT UMUM DAERAH 
SULTAN THAHA SAIFUDDIN 



H. A. MADJID MU' AZ 

I DIREKTUR I 

SUB BAGIAN TATA 
USAHA 

14AhfVN6s10JJAL 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PELAYANAN MEDIS DAN RUJUKAN DAN ASUHAN PENDIDIKAN DAN 

NON MEDIS KEPERAWATAN LATIHAN, PENELITIAN 
DAN PENGEMBANGAN 

£ti -- - - c-- ~~11 IE:~ 

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 
Nomor : i12 Tahun 2003 
Tanggal : ·1 a September 2003 

ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
SULTAN : THAHA SAIFUDDIN 

BAGAN 


